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ABSTRAK 

 

 

SISTEM PENCAIRAN TUNJANGAN KINERJA PADA ANGGOTA 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) STUDI PADA 

KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) LAMPUNG 

 

 

 

Oleh 

AVIV ALFITO 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pencairan tunjangan kinerja pada 

anggota Polri di Polda Lampung, serta mengevaluasi efektivitas sistem tersebut dalam 

mendukung kinerja dan disiplin kerja anggota. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui observasi langsung, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencairan 

tunjangan kinerja di Polda Lampung telah dilakukan secara digital melalui aplikasi 

Puskeu Presisi dan Brimo dengan tahapan yang meliputi pengajuan, pencocokan dan 

penelitian (coklit), pembuatan kwitansi, hingga pencairan dana. Sistem ini dinilai efektif 

dan efisien dalam mempercepat proses, meminimalkan kesalahan, serta mendukung 

transformasi digital dalam administrasi keuangan Polri. Dengan demikian, sistem ini 

berkontribusi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja anggota Polri di 

lingkungan Polda Lampung. 

 

 

Kata kunci: Sistem Informasi dan Tunjangan Kinerja.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia, tunjangan kinerja yaitu salah satu hal yang menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintah, sehingga kemendikti 

saintek telah mengajukan anggaran ke DPR dan telah disetujui bahwa pemberian anggaran 

tunjangan kinerja untuk tahun 2025 sebesar Rp 2,5 triliun. Dengan adanya pemberian tunjangan 

kinerja dapat mencegah upaya tindak pidana korupsi di kalangan birokrasi pemerintah sekarang 

ini dan sebagai bentuk motivasi peningkatan kinerja, disiplin dan prestasi para pegawai negeri 

sipil. Mendapatkan pengakuan dan membayar pekerja dengan upah yang adil juga berkaitan 

langsung dengan peningkatan kinerja. Karyawan didorong untuk berkinerja baik dalam peran 

manajemen dan operasional melalui penghargaan kinerja (Putra et al, 2018) 

Tunjangan yang diberikan kepada pejabat pemerintah berdasarkan golongan jabatan dan 

kinerjanya dikenal sebagai tunjangan kinerja. Klasifikasi dan pengelompokan jenjang jabatan 

berdasarkan peran tertentu dikenal sebagai golongan jabatan. Upaya pemerintah untuk 

mendorong kinerja pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi 

merupakan salah satu tujuan tunjangan kinerja. Tata cara pemberian tunjangan kinerja pegawai 

sebagai tanda terima kasih pemerintah atas pengabdian kepada bangsa dan negara telah diatur 

dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2017. Selain itu, kompensasi merupakan insentif adil yang 

diberikan kepada pejabat pemerintah atas kontribusi langsung dan tidak langsung, moneter dan 

non-moneter terhadap pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemberian tunjangan 

kinerja sangat penting untuk meningkatkan kinerja. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah badan pemerintahan yang 

mendukung jalannya pemerintahan dan berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban 

umum. Anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Daerah lampung, Kabupaten Lampung 

Selatan, Provinsi Lampung, termasuk dalam kategori pegawai negeri di lingkungan instansi 

pemerintah. Sebagai bentuk apresiasi, institusi memberikan tunjangan kinerja kepada para 

pegawai. Pemberian tunjangan ini diyakini dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja 

pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Pemberian tunjangan ini 

dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan tanggung jawab mereka dalam 

menjalankan tugas negara. 
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Sistem pencairan tunjangan kinerja di Polda Lampung telah didukung dengan 

prosedur yang jelas dan terstruktur, serta berbasis digital melalui aplikasi Puskeu Presisi. 

Proses pencairan melibatkan tahapan-tahapan penting seperti pengajuan, pencocokan dan 

penelitian (coklit), pembuatan kwitansi, hingga pencairan dana melalui transfer ke 

rekening masing- masing anggota menggunakan aplikasi Brimo. Penggunaan sistem 

digital ini sangat membantu mempercepat, mempermudah, dan meminimalkan kesalahan 

dalam proses pencairan. Penerapan sistem ini menunjukkan bahwa pencairan tunjangan 

kinerja di lingkungan Polda Lampung telah berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini 

juga menunjukkan kesiapan institusi Polri dalam mendukung transformasi digital 

pemerintahan, khususnya dalam aspek administrasi keuangan dan penghargaan kinerja 

pegawai. 

Dari pemaparan tersebut, penulis merasa penting untuk mengangkat penelitian yang 

bertujuan untuk menganalisis sistem pencairan tunjangan kinerja pada anggota Polri di 

Polda Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh 

mengenai bagaimana sistem tersebut berjalan dan bagaimana perannya dalam 

mendukung peningkatan kinerja pegawai. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul 

penelitian: “Sistem Pencairan Tunjangan Kinerja pada Anggota Polri Polda 

Lampung”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dalam tugas akhir ini rumusan masalah yang 

diangkat adalah “Bagaimana proses sistem pencairan tunjangan kinerja bagi anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Kepolisian Daerah (Polda) Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penulisan ini bertujuan untuk melaporkan proses sistem pencairan tunjangan kinerja 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Kepolisian Daerah (Polda) 

lampung. 

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Penulisan karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penulisan diatas 

diharapkan dapat menghasilkan manfaat: 
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1.4.1 Manfaat Praktik 

Penelitian ini dapat membantu mengetahui proses pencairan tunjangan kinerja 

bagi anggota Polri di Polda Lampung dengan mengidentifikasi kendala yang ada 

serta memberikan rekomendasi untuk mencegah kesalahan administratif, seperti 

Nomor Registrasi Pokok (NRP) ganda atau pengajuan tunjangan yang tidak sesuai 

prosedur. 

1.4.2 Manfaat Akademik 

Penelitian ini berkontribusi terhadap literatur akuntansi sektor publik, menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya, serta memberikan wawasan baru mengenai 

pengembangan sistem informasi akuntansi di lingkungan pemerintahan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Sistem 

Secara umum, sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan komponen yang saling 

terkait erat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, atau sebagai suatu 

keseluruhan yang terdiri dari beberapa komponen atau bagian yang saling terhubung. 

Sedangkan menurut (Hutahaean, 2016) Sistem adalah sekumpulan proses terkait yang 

dirangkai untuk menjalankan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Sistem juga dapat 

didefinisikan sebagai jaringan proses yang dirancang sesuai dengan pola yang kohesif 

untuk menjalankan fungsi utama bisnis (Mulyadi, 2019) 

 

2.2 Pendekatan Sistem 

Dalam buku Sistem Akuntansi Mulyadi (2019). Pendekatan sistem memandang segala 

sesuatu dari sudut pandang sistem, yang berupaya mengidentifikasi struktur bagian-bagian 

penyusun sistem. Dengan memahami struktur dan proses suatu sistem, seseorang dapat 

menjelaskan mengapa tujuannya tidak tercapai. 

2.3 Karakteristik Sistem 

Berikut beberapa karakteristik yang terdapat dalam sistem: 

1. Komponen Sistem (System Components) 

Sebuah sistem tidak berdiri sendiri dalam ruang hampa, melainkan berada dalam 

suatu lingkungan yang terdiri dari sistem lain. Sistem ini terdiri dari sejumlah 

komponen yang bekerja sama dan berinteraksi untuk menghasilkan suatu 

kesatuan. Suatu sistem disebut subsistem jika merupakan komponen dari sistem 

yang lebih besar, yang juga dikenal sebagai lingkungannya. 

2. Batasan Sistem (System Boundary) 

Batasan sistem berfungsi sebagai penghalang yang membedakan satu sistem dari 

sistem lain atau dari dunia luar. 

3. Lingkungan (Environment) 

Lingkungan mencakup segala sesuatu di luar batas sistem yang dapat memberikan 

dampak terhadap operasional sistem. Dampak tersebut bisa bersifat positif, yang 
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mendukung kelangsungan sistem, atau negatif, yang dapat menghambat kinerja 

sistem. Oleh karena itu, faktor lingkungan yang merugikan harus dikendalikan, 

sedangkan faktor yang menguntungkan perlu dipertahankan. 

4. Penghubung antar Komponen (Interface) 

Interface atau penghubung adalah perantara yang menghubungkan satu subsistem 

dengan subsistem lainnya. Peran utama dari interface adalah sebagai jalur masuk 

dan keluarnya data dalam suatu sistem sehingga semua subsistem dapat bekerja 

sebagai satu kesatuan. 

5. Masukan (Input) 

Masukan sistem adalah informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan ini 

dapat berupa masukan sinyal, yaitu masukan yang akan diproses lebih lanjut untuk 

menghasilkan keluaran, atau masukan pemeliharaan, yaitu masukan yang 

diperlukan untuk menjaga sistem tetap berjalan. 

6. Pengolahan (Processing) 

Proses sistem bertanggung jawab untuk mengubah masukan menjadi keluaran 

yang selaras dengan tujuan sistem. 

7. Tujuan (Goal) dan Sasaran (Objective) 

Setiap sistem beroperasi berdasarkan maksud dan tujuan yang jelas. Tanpa adanya 

tujuan yang jelas, sistem tidak akan memiliki arah dan menjadi tidak terkendali. 

8. Keluaran (Output) 

Keluaran suatu sistem adalah hasil akhir dari suatu proses. Output ini dapat berupa 

keluaran akhir atau informasi yang digunakan untuk fungsi sistem lainnya. 

9. Umpan Balik (Feedback) 

Umpan balik digunakan dalam sistem kontrol untuk mendeteksi penyimpangan 

yang terjadi dalam sistem. Dengan adanya umpan balik, sistem dapat 

dikembalikan ke kondisi normal apabila terjadi kesalahan dalam operasionalnya. 

2.4 Tujuan Umum Pengembangan Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2019) dalam buku Sistem Akuntansi, tujuan keseluruhan 

pengembang sistem yaitu: 

1. Menyediakan data untuk mengawasi usaha-usaha baru perusahaan. 
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2. Meningkatkan kualitas, keakuratan penyajian, dan struktur informasi data yang 

dihasilkan oleh sistem yang ada. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk 

memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan untuk 

menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan 

kekayaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 

 

2.5 Pengertian Tunjangan Kinerja 

Tunjangan kinerja menurut Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, Sesuai Pasal 1 

Angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2020, Tunjangan Kinerja merupakan 

penghargaan yang diberikan kepada personel Polri atas prestasi dalam melaksanakan 

tanggung jawab dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. 

Keuntungan tambahan yang diberikan kepada karyawan, seperti makanan gratis, 

layanan kesehatan, bantuan liburan, dan penggunaan mobil perusahaan, dikenal sebagai 

tunjangan kinerja. Tunjangan ini berfungsi sebagai insentif tambahan untuk 

meningkatkan loyalitas karyawan dan memotivasi mereka untuk tetap bekerja di 

perusahaan. Selain itu, tunjangan juga menjadi salah satu elemen dalam hubungan kerja 

yang berhubungan dengan kemampuan pegawai dalam menjalankan tugasnya, sehingga 

dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara lebih efektif. 

Menurut (Najoan et al., 2018), Tunjangan kinerja, atau uang tambahan yang diberikan 

kepada pekerja berprestasi tinggi dalam upaya meningkatkan insentif mereka untuk 

bekerja, ditawarkan sebagai hadiah. Meskipun tunjangan merupakan salah satu faktor 

yang dapat memengaruhi kinerja, dampaknya lebih terasa karena bentuk apresiasi atau 

penghargaan yang diberikan kepada karyawan dapat meningkatkan motivasi mereka 

dalam bekerja. Namun, pemberian tunjangan kinerja tidak berarti bahwa pegawai boleh 

bersantai dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, mereka tetap memiliki tanggung 

jawab untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja agar sejalan dengan tujuan 

perusahaan. 
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2.6 Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur mengenai 

protokol pemberian tunjangan kinerja bagi personel Polri. 

 

Pasal 1 

 

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah 

suatu perangkat pemerintahan yang berperan dalam menegakkan hukum dan 

ketertiban, melindungi rakyat, dan menyediakan layanan, perlindungan, dan 

perlindungan dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. 

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang sering disebut 

Kapolri, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepolisian dan merupakan 

pemegang otoritas organisasi. 

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pegawai negeri sipil, dan 

pegawai lainnya yang diangkat dan bekerja penuh waktu pada suatu unit 

organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas 

persetujuan pejabat yang berwenang, semuanya dianggap sebagai pegawai 

kepolisian. 

4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai Polri sebagai 

apresiasi atas prestasi kerja dalam rangka mewujudkan perubahan birokrasi. 

5. Kinerja adalah prestasi atau kemampuan kerja yang ditunjukkan oleh seorang 

pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam membantu dan 

melaksanakan tugas pokoknya. 

6. Hari kerja adalah hari di mana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Polri) ditugaskan untuk bekerja. 

7. Jam Kerja: 40 (empat puluh) jam setiap hari kerja dalam seminggu, dihitung sejak 

awal bekerja hingga akhir bekerja. 

8. Dalam suatu organisasi, eselon adalah jenjang atau jabatan yang disusun 

berdasarkan pekerjaan dan bidang kegiatan. 

9. Hubungan hierarkis antara peran unit kerja dan instansi yang menaunginya 

dikenal sebagai "kelas jabatan". 
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10. Nivellering Jabatan adalah penentuan lapis-lapis jabatan dalam eselon jabatan di 

lingkungan Polri. 

Pasal 2 

(1) Pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapatkan tunjangan 

kinerja bulanan di samping gaji yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang- 

undangan. 

(2) Pegawai tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia mendapatkan tunjangan kinerja 

yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja. 

(3) Evaluasi kinerja untuk hal-hal berikut ini termasuk dalam temuan penilaian kinerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2): 

a. anggota Polri menggunakan Sistem Manajemen Kinerja (SMK); 

b. PNS menggunakan Penilaian Prestasi Kerja (PPK); dan 

c. pegawai lainnya dilakukan oleh Kasatker pengguna. 

(4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi nilai 

minimal cukup. 

 

Pasal 3 

(1) Besaran indeks Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan 

dengan memperhatikan pangkat/golongan, eselon/nivellering dan jabatan. 

(2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 17 

(tujuh belas) dan paling rendah 1 (satu). 

(3) Eselon/nivellering jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

sebagai pedoman dalam pembinaan karier di lingkungan Polri. 

(4) Besaran indeks Tunjangan Kinerja penerima dan kelas jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan keputusan Kapolri. 

 

Pasal 4 

 

Pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia lainnya mendapatkan tunjangan kinerja 

sesuai golongan dan eselon jabatannya, yang ditetapkan oleh Kapolri dengan persetujuan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 
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2.7 Dasar Hukum Pemberian Tunjangan Kinerja 

Menurut peraturan presiden nomor 103 tahun 2018 menetapkan: Praturan Presiden 

Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Lainnya 

yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan 

atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah otoritas pengembangan 

layanan sipil menunjuk individu Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu sebagai 

pegawai negeri sipil tetap untuk memegang pekerjaan pemerintah. 

3. Pegawai Lainnya adalah pekerja yang ditugaskan pada jabatan yang ditetapkan oleh 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang reformasi birokrasi 

dan pemberdayaan aparatur negara. 

 

Pasal 2 

 

1. Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain diberikan 

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan 

tunjangan kinerja setiap bulan. 

2. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah 

mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan 

capaian kinerja individu. 
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Pasal 3 

 

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan kepada: 

a. Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak menduduki 

jabatan tertentu 

b. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan 

c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dan menerima uang tunggu tetapi 

belum diberhentikan sebagai pegawai 

d. Pegawai pada instansi layanan publik yang telah menerima gaji sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Publik 

e. Pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang menjalani cuti tanpa gaji 

atau sedang menjalani cuti dalam rangka persiapan pensiun. 

2.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah anggaran yang dibuat 

untuk seluruh tahun berdasarkan kebutuhan administrasi pemerintahan. Dana dalam 

anggaran ini berasal dari pendapatan negara yang berasal dari berbagai sumber, termasuk 

hibah, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Setiap tahun, APBN disusun 

secara berbeda, bergantung pada berbagai kondisi, seperti situasi ekonomi internal dan 

internasional serta dinamika politik (Undang-Undang No 17 tahun 2003). 

Pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah mengurangi belanja negara sebesar Rp 306 

triliun dalam APBN 2025. Sesuai dengan diktum ketiga, seluruh menteri dan pimpinan 

lembaga diwajibkan menyusun rencana efisiensi belanja yang selaras dengan besaran 

yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Beban operasional dan non-operasional, 

termasuk setidaknya operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan 

pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pembelian mesin dan peralatan, 

dimasukkan dalam rencana efisiensi yang telah ditetapkan. 
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2.9 Anggaran Kas 

Menurut (Nafarin., 2013), anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan 

perubahan kas selama periode tertentu. Anggaran kas juga memberikan alasan mengenai 

perubahan kas tersebut. Sedangkan (Gunawan, 2017), Anggaran kas adalah anggaran 

yang menampilkan posisi akhir untuk setiap periode serta arus kas masuk dan keluar. 

Menurut dua definisi di atas, anggaran kas adalah ringkasan semua arus kas masuk 

dan keluar yang diantisipasi terkait dengan rencana keuangan bisnis, serta aktivitas apa 

pun yang memengaruhi posisi kas perusahaan atau menunjukkan arus kasnya selama 

jangka waktu tertentu. 
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BAB III 

METODE PENULISAN 

 

3.1 Desain Penulisan 

Pendekatan deskriptif digunakan dalam penyusunan laporan akhir ini. Data untuk 

pendekatan ini bersumber dari kejadian terkini di Kepolisian Daerah Lampung. 

Fenomena yang ada dianalisis untuk memperoleh data tunjangan kinerja. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Data kualitatif adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk deskripsi tertulis, 

alih-alih nilai numerik atau yang sering disebut sebagai kata-kata lisan. Profil Kepolisian 

Daerah Lampung, tujuan dan sasarannya, serta struktur organisasinya, semuanya 

tercakup dalam data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. 

3.2.2 Sumber Data 

Ada dua sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu: 

1. Data primer ialah sumber langsung yang menyediakan informasi peneliti, termasuk 

survei dan hasil wawancara (Sugiyono, 2022). Dapat disimpulkan bahwa data 

tersebut diperoleh secara langsung dengan melakukan teknik pengumpulan data 

selama praktik kerja lapangan di Kepolisian Daerah (Polda) lampung. 

2. Data Sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain 

(Sanusi, 2017). ). Oleh karena itu, penulis memanfaatkan data-data yang sudah 

tersedia, termasuk SOP dan dokumen-dokumen yang sudah dimiliki Kepolisian 

Daerah (Polda) Lampung. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik-teknik berikut digunakan dalam proses pengumpulan data yang digunakan untuk 

menulis laporan akhir ini guna memperoleh data yang konsisten dengan peristiwa yang 

dibahas: 

3.3.1 Metode Wawancara 

Wawancara menurut (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa “Peneliti memanfaatkan 
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wawancara sebagai metode pengumpulan data ketika mereka ingin mendapatkan 

informasi lebih rinci dari responden atau ketika mereka ingin melakukan investigasi awal 

untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan investigasi lebih lanjut”. Maka dari 

itu, dengan menanyakan langsung kepada jajaran Polda Lampung mengenai fenomena 

yang tengah terjadi, strategi ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung 

atau bertatap muka. 

3.3.2 Metode Pustaka 

(Nurul, 2024) Dalam dunia akademis, penelitian studi pustaka adalah teknik yang 

berfokus pada sintesis dan analisis materi tekstual atau sastra yang relevan dengan subjek 

tertentu. Jurnal yang dapat diakses daring berfungsi sebagai alat bantu dalam proses 

pengumpulan dan pencarian data. Tentu saja, pengumpulan informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan tambahan untuk menyelesaikan suatu makalah dan membantu 

dalam menyusun laporan akhir adalah penggunaan lain yang sangat membantu untuk ini. 

3.3.3 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi Menurut (Sugiyono, 2016) Dalam penelitian kualitatif, studi 

dokumen merupakan pelengkap yang bermanfaat untuk teknik observasi dan wawancara. 

Oleh karena itu, peneliti mencoba mengumpulkan materi dari lapangan untuk penelitian 

ini. Pendekatan ini memanfaatkan foto atau visual untuk memperoleh data. Data yang 

berkaitan dengan struktur organisasi dan data teknologi terkini dikumpulkan 

menggunakan strategi ini. 

3.4 Objek Kerja Praktik 

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Polda Lampung yang berlokasi di Jl. 

Terusan Ryacudu, Kelurahan Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung 

Selatan. Dilaksanakan selama 40 hari, mulai dari tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan 

tanggal 28 Februari 2025. Para pedagang kaki lima buka dari Senin sampai Jumat selama 

jam operasional Polda Lampung. Pukul 08.00-15.00, Senin sampai Jumat. Hari Sabtu 

dan Minggu tutup. 
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3.4.2 Gambaran Umum Polda Lampung 

3.4.2.1 Profil Singkat Polda Lampung 

Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung merupakan lembaga penegak hukum yang 

berada di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan bertugas menjaga 

keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Lampung. POLDA Lampung 

menjalankan fungsi utama POLRI, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani 

masyarakat, serta menegakkan hukum guna menciptakan stabilitas keamanan di wilayah 

hukum Lampung. Sebagai bagian dari struktur POLRI, POLDA Lampung memiliki 

berbagai divisi dan satuan kerja yang mendukung tugas kelembagaan, mulai dari 

pengelolaan keuangan, administrasi, hingga penanganan masalah kriminalitas dan sosial. 

POLDA Lampung menyandang status Tipe A, sebagaimana ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian Nomor B/5342/X/2016/SRENA 

tertanggal 25 Oktober 2016, dengan pengukuhan lebih lanjut dalam Surat Telegram 

Kapolri Nomor ST/2947/XI/KEP./2018 pada 17 November 2018. 

Markas besar POLDA Lampung berlokasi di Jl. Terusan Ryacudu, Kelurahan Way 

Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, berbatasan langsung dengan 

Kota Bandar Lampung. Sebagai institusi dengan tanggung jawab besar, kantor baru 

POLDA Lampung berdiri di atas lahan seluas 25 hektare, dilengkapi dengan tujuh gedung 

utama untuk mendukung optimalisasi pelayanan. Pembangunan gedung ini dimulai pada 

masa kepemimpinan Kapolda Lampung Irjen Pol Suntana pada 5 April 2018 dan resmi 

beroperasi pada awal 2022 di bawah pimpinan Irjen Pol Hendro Sugiatno. 

Ruang lingkup POLDA Lampung meliputi seluruh wilayah Provinsi Lampung, yang 

terdiri dari 15 kabupaten/kota, yaitu: Pesawaran, Mesuji, Pringsewu, Tulang Bawang 

Barat, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, Lampung Utara, Lampung Barat, 

Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Pesisir 

Barat. Dalam pelaksanaannya, Polda Lampung membawahi beberapa Kepolisian Resor 

(Polres) di tingkat kabupaten/kota, yang kemudian berkoordinasi dengan Kepolisian 

Sektor (Polsek) di tingkat kecamatan. POLDA Lampung membawahi beberapa 

Kepolisian Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, yang kemudian berkoordinasi 

dengan Kepolisian Sektor (Polsek) di tingkat kecamatan. Selain itu, POLDA Lampung 

memiliki beragam satuan kerja (satker) yang mendukung operasionalnya. 
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3.4.2.2 Struktur Organisasi Kepolisian Daerah (Polda) Lampung 

 

Struktur organisasi adalah kerangka kerja untuk mendefinisikan elemen-elemen yang 

dibentuk untuk menjalankan tugas operasional guna mencapai tujuan tertentu. Selain itu, 

struktur organisasi menunjukkan bahwa setiap orang memiliki peran dan tujuan tertentu. 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Polda Lampung 

Sumber: (Pimpinan et al., 2018) 

Tugas Setiap Bagian: 

1. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) 

Itwasda bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di lingkungan 

Kepolisian Daerah guna memastikan kualitas dan memberikan saran serta 

dukungan untuk tindakan pengawasan dari organisasi luar. 

2. Biro Operasi (Roops) 

Di tingkat kepolisian daerah, para penjelajah bertanggung jawab untuk 

mendukung kepala kepolisian daerah dalam bidang-bidang berikut: Kegiatan 

kepolisian terpadu, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengelolaan operasi kepolisian; evaluasi strategis; dan kerja sama antara 

kelompok pemerintah dan non-pemerintah. 

3. Biro Perencanaan Umum Anggaran (Rorena) 

1) membina dan melaksanakan tugas perencanaan dan penganggaran umum; 
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2) membuat perencanaan kebijakan teknis dan strategi di bidang Kepolisian 

Daerah; 

3) mengawasi dan menilai pelaksanaan sistem organisasi dan manajemen, 

serta pelaksnaan anggaran dan program; 

4) mendorong pembentukan tata kelola internet, manajemen, dan kerangka 

kerja organisasi Kepolisian Daerah; 

5) membangun sistem pemantau, evaluasi, dan dukungan. 

4. Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM) 

Dalam konteks Kepolisian Daerah, Departemen SDM bertanggung jawab 

untuk melakukan evaluasi kompetensi, melaksanakan kegiatan psikologi 

kepolisian dan psikologi personel, serta mengelola pengembangan sumber 

daya manusia, pemeliharaan kesejahteraan personel, dan peningkatannya. 

5. Biro Logistik (Rolog) 

Rolog bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoordinasikan 

manajemen logistik, yang mencakup P-BMN, pengadaan, persediaan umum, 

peralatan, fasilitas dan layanan konstruksi, transportasi, pemeliharaan dan 

perbaikan, inventaris, dan pergudangan. 

6. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) 

Bidpropam mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

keamanan dalam negeri, pembinaan disiplin, ketertiban, dan tanggung jawab 

profesi di lingkungan Kepolisian Daerah, serta penanganan pengaduan 

masyarakat tentang dugaan penyimpangan dalam perilaku pegawai negeri 

sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rehabilitasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

7. Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) 

Tanggung jawab Divisi Hubungan Masyarakat meliputi koordinasi inisiatif 

hubungan masyarakat (PR) di tingkat Kepolisian Daerah, pengelolaan 

informasi, penyajian data dan dokumen yang dapat diakses publik, pembinaan 

kolaborasi, dan penilaian kegiatan operasional Divisi Hubungan Masyarakat. 
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8. Bidang Hukum (Bidkum) 

Bidkum bertugas melaksanakan tugas di bidang hukum dan HAM, seperti 

menyusun peraturan kepolisian, melaksanakan undang-undang, memberikan 

arahan hukum, serta memberikan bantuan dan nasihat hukum. 

9. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid Tik) 

Merencanakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, 

pengumpulan dan pemrosesan data, serta menyediakan layanan multimedia 

dan informasi tentang keselamatan dan ketertiban umum, semuanya berada 

dalam lingkup Divisi TIK. 

10. Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) 

Spripim bertugas membantu Kapolda dan/atau Wakil Kapolda dalam 

melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus. 

11. Sekertaris Umum (Setum) 

Setum bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas 

kesekretariatan atau administrasi umum, seperti komunikasi, manajemen 

kantor, dan pengarsipan. Tugas-tugas ini termasuk menjaga kerapian kantor 

pos dan perpustakaan Polda. 

12. Pelayan Markas (Yanma) 

Dalam konteks Kepolisian Daerah, Yanma bertanggung jawab untuk 

menyediakan layanan kantor pusat, seperti penginapan, pengawalan protokol, 

penjaga kantor pusat, urusan internal, dan transportasi. 

13. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) 

SPKT bertugas memberikan layanan kepolisian terpadu kepada masyarakat 

umum dan mendidik masyarakat tentang tanggung jawab kepolisian sesuai 

dengan mandat hukum dan peraturan. 

14. Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) 

1) Menggunakan teknologi intelijen dan kriptografi untuk melakukan deteksi 

tindakan berbasis intelijen melalui deteksi dini, peringatan dini, dan/atau 

pencegahan dini. 

2) Menawarkan layanan administratif dan pengawasan terkait warga negara 

asing, kegiatan sosial atau politik, serta senjata api atau bahan peledak. 
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3) Mengumpulkan, menganalisis, dan mencatat informasi serta 

menyampaikannya kepada pimpinan, satuan kerja kepolisian, dan otoritas 

terkait. 

15. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) 

Investigasi, pemeriksaan, dan pengawasan investigasi terhadap pelanggaran 

umum, termasuk tugas identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, 

berada dalam lingkup Direktorat Investigasi Kriminal. 

16. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) 

Tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus meliputi penyidikan tindak pidana 

tertentu dan pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

17. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) 

Investigasi terhadap penyalahgunaan narkoba, termasuk konseling, bantuan, 

pencegahan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, merupakan 

tanggung jawab Direktorat Narkotika. 

18. Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) 

Direktorat Kepolisian Masyarakat bertanggung jawab atas pengembangan 

masyarakat, yang meliputi pengembangan Bhabinkamtibmas, pengembangan 

kepolisian khusus, koordinasi dan supervisi, pengembangan keamanan 

sukarela, dan pengembangan ketertiban sosial. 

19. Direktorat Samapta (Ditsamapta) 

Tanggung jawab Ditsamapta meliputi menciptakan dan melaksanakan tugas- 

tugas kepolisian umum, mengelola massa dan protes, serta membantu hewan. 

20. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) 

Direktorat Lalu Lintas bertanggung jawab untuk mengembangkan dan 

melaksanakan fungsi lalu lintas, termasuk penegakan hukum, pendidikan 

publik, penilaian masalah lalu lintas, identifikasi dan registrasi pengemudi dan 

kendaraan, patroli jalan raya yang dibantu oleh teknologi informasi dan 

komunikasi, dan Kamseltibcarlantas; 
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21. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) 

Tugas yang diberikan kepada Ditpamobvit antara lain melaksanakan audit 

sistem pengamanan aset kritis nasional dan objek vital lainnya, serta operasi 

pengamanan wilayah tertentu, wisatawan, dan VIP. 

22. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) 

Direktorat Polisi Perairan Kepolisian Daerah bertugas memelihara dan 

memperbaiki prasarana kapal dan pesawat udara, melakukan patroli, dan 

menegakkan hukum. 

23. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) 

Dalam lingkungan kepolisian daerah, Dittahti bertanggung jawab atas 

koordinasi keamanan, penjagaan dan pengawalan, serta perawatan tahanan 

dan barang bukti selain mengurusnya. 

24. Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) 

Satbrimob bertanggung jawab untuk melaksanakan operasi yang menangani 

keterlibatan masyarakat berintensitas tinggi dan gangguan keamanan. 

25. Sekolah Polisi Negara (SPN) 

SPN bertanggung jawab untuk mengawasi standar pendidikan dan 

merencanakan pelatihan serta inisiatif pendidikan. 

26. Bidang Keuangan (Bidkeu) 

Pengorganisasian dan pengembangan manajemen keuangan, termasuk 

pendanaan, pengendalian, pembukuan, pelaporan keuangan, akuntansi, 

penegasan akuntabilitas keuangan, dan penciptaan operasi keuangan, 

merupakan tanggung jawab Divisi Keuangan. 

27. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) 

Badan Pelayanan Kesehatan bertugas melaksanakan pembinaan kedokteran 

dan kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi 

kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, rumah sakit, dan poliklinik. 

28. Bidang Laboraturium Forensik (Bidlabfor) 

Bidlabfor bertanggung jawab untuk mengembangkan layanan Labfor, seperti 

balistik metalurgi, fisika komputer, kimia biologi, kertas uang palsu, dan obat- 

obatan, untuk membantu penyelidikan penegakan hukum. 



20  

 

3.4.2.3 Struktur Organisasi Bidang Keuangan Polda Lampung 
 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bidang Keuangan Polda Lampung 

Sumber: (Pimpinan et al., 2018) 

Tugas Setiap Bagian: 

1. Bidang Keuangan (Bidkeu) 

Mengorganisasikan dan mempromosikan manajemen keuangan, termasuk 

pendanaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan keuangan, 

penegasan akuntabilitas keuangan, dan pengembangan fungsi keuangan, 

merupakan tanggung jawab Divisi Keuangan. 

2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin) 

Di Sektor Keuangan dan Keuangan, Subbagrenmin bertanggung jawab untuk 

menyusun rencana kerja dan anggaran, mengawasi dan mengembangkan staf 

dan logistik, mengelola dana dan mempromosikan fungsi-fungsi, serta 

memberikan dukungan kesekretariatan dan administratif. Subbagrenmin 

menerima bantuan dalam menjalankan fungsinya dari: 

1) Urusan Perencanaan dan Keuangan (Urren) 

Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja,Renja, RKA- 

KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, 

Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; 
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2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) 

Urmintu bertanggung jawab atas perencanaan tugas-tugas 

administratif dan kesekretariatan, serta tugas-tugas administrasi 

personalia dan logistik; 

3) Urusan Keuangan (Urkeu) 

Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan. 

3. Subbidang Pembiayaan dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Subbidbia 

dan APK) 

Unit Akuntansi Keuangan (APK) dan Subbagian Urusan Internal bertugas 

menerima dan mengalokasikan dana sesuai izin, serta merencanakan dan 

mengawasi penerapan akuntansi dan pembukuan keuangan sesuai dengan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

Unit Akuntansi Keuangan (APK) dan Subbagian Urusan Internal didukung 

oleh: 

1) Urusan Pembiayaan (Urbia) 

Selain menerima dan mengalokasikan dana khusus sesuai dengan izin, 

Urbia bertanggung jawab untuk melaksanakan perbendaharaan dan 

keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

2) Urusan Aplikasi Pelaporan Keuangan (Ur APK) 

Untuk menyiapkan laporan keuangan, Sesuai dengan SAP dan 

undang-undang pembukuan lainnya, APK Anda bertanggung jawab 

untuk mengembangkan dan mengawasi akuntansi dan pembukuan 

keuangan. 

4. Subbidang Pengendalian dan Verifikasi (Subbiddalverif) 

Subbiddalverif bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan 

anggaran, pendanaan, serta melaksanakan verifikasi laporan dan 

pertanggungjawaban keuangan. Dalam melaksanakan tugas, subbiddalverif 

dibantu oleh: 
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1) Urusan Dalam (Urdal) 

Urdal bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dan 

penggunaan anggaran sesuai dengan persyaratan hukum dan 

peraturan; 

2) Urusan Verifikasi (Urverif) 

Urverif, bertugas menyelenggarakan verifikasi laporan keuangan. 

 

 

3.4.2.4 Visi dan Misi Polda Lampung 

Visi 

“Terwujudnya daerah hukum Polda Lampung yang aman dan tertib” 

Misi 

1. Melindungi,yakni: 

Dalam rangka mewujudkan ketertiban sosial yang bebas dari gangguan ketertiban 

umum bagi masyarakat, pemerintah, dan seluruh sumber daya Provinsi Lampung, 

maka upaya pencegahannya perlu ditingkatkan. 

2. Mengayomi,yakni: 

Menjamin keamanan warga Lampung dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat 

dan pemahaman hukum untuk mendorong lebih banyak dukungan dan kolaborasi 

dalam menghadapi potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum 

3. Melayani,yakni: 

Membantu masyarakat dalam memperoleh layanan kepolisian yang profesional dan 

adil, termasuk penegakan hukum. 
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5.1 Kesimpulan 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

      Sistem pencairan tunjangan kinerja ini dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik 

Indonesia (Polri) di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung sudah diterapkan 

dengan sangat baik sebagai bentuk pemberian apresiasi kepada Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Polri) karena memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi, 

kinerja, dan kedisiplinan anggota Polri. Sistem ini juga telah menggunakan teknologi digital 

yaitu: penggunaan Aplikasi Puskeu Presisi dan CMS BRI, yang bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan akuntabilitas dalam proses pencairan dana tunjangan 

kinerja. Sebagai salah satu solusi jika terjadi permasalahan dalam pencairan tunjangan 

kinerja ini maka, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menggunakan metode Pencocokan 

dan Penelitian (Coklit) sebagai upaya pencegahan terhadap permasalahan yang dapat 

menunda proses pencairan tunjangan tersebut, sebelum akhirnya dilakukan proses 

pembagian tunjangan kinerja. Dengan penerapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) secara 

menyeluruh, proses pembagian tunjangan kinerja menjadi lebih efektif dan efisien, bagi 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 

5.2 Saran 

      Dari hasil evaluasi terhadap sistem pencairan tunjangan kinerja pada Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Polri) di Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, penulis memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses 

pencairan tunjangan tersebut: 

1. Disarankan agar pihak satuan kerja dapat melakukan proses Pencocokan dan 

Penelitian (Coklit) secara tepat waktu, sehingga tidak terjadinya penumpukan data 

mendekati deadline (tanggal 1). Penetapan batas waktu tersebut bertujuan untuk 

mendorong kedisiplinan satuan kerja dan menghindari keterlambatan dalam proses 

pencairan tunjangan kinerja. 

2. Penambahan fitur notifikasi atau pengingat otomatis dalam sistem juga sangat 

disarankan agar satuan kerja tidak lupa atau terlambat dalam melakukan proses 
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Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sistem 

notifikasi ini dapat membantu meningkatkan ketertiban dan kepatuhan terhadap 

jadwal pencocokan data. 

3. Perlu dilakukan pelatihan teknis secara berkala kepada petugas yang terlibat dalam 

proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) maupun operator tunjangan kinerja. 

Pelatihan ini bertujuan agar mereka dapat memahami prosedur input, verifikasi data, 

serta penggunaan sistem dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. 

4. Karena menggunakan sistem digital jika terjadi gangguan atau error pada sistem 

CMS BRI selaku bank penyalur, maka disarankan agar bagian keuangan Polda 

Lampung segera melakukan koordinasi langsung dengan pihak bank untuk 

memperoleh informasi terkait penyebab gangguan serta estimasi waktu perbaikan. 

Langkah ini penting dilakukan agar keterlambatan pencairan tunjangan kinerja dapat 

diminimalisir dan anggota tetap mendapatkan haknya secara tepat waktu. 
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